ABSTRAK

Tata kelola pemerintahan yang baik mencerminkan kehidupan bernegara yang baik
pula, reformasi birokrasi merupakan serangkaian proses perubahan tata kelola
pemerintahan yang terstruktur dan mengacu pada pedoman arah kebijakan
selanjutnya dalam kurun waktu tertentu. Adanya perubahan tata kehidupan dalam
masyarakat menjadi salah satu alasan harus dilaksankaannya reformasi birokrasi
yang ada. Perkembangan teknologi pasca adanya Covid-19 mendorong terlahirnya
perangkat-perangkat dan sistem data yang dapat memudahkan pemerintah dalam
melakukan pelayanan masyarakat. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah
untuk mengetahui bagaimana mekanisme reformasi birokrasi Pengadilan Tata
Usaha Negara serta mengetahui apakah E-Court merupakan salah satu bentuk
reformasi birokrasi sebagai wujud manajemen peradilan di lingkungan
tersebut.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan
yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif
normatif. Reformais Birokrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara dipahami sebagai
suatu upaya pemerintah dalam mewujudkan good goverment dan clean goverment
sesuai dengan keinginan masyarakat, meskipun telah berhasil melakukan
digitalisasi layanan teknis dan administrasi peradilan di lingkungan Peradilan Tata
Usaha Negara, tentunya pemeliharaan dan pengawasan harus tetap dilaksanakan
guna keberjalanan program-program tersebut. Mengikuti tren peradilan di negara-
negara maju, sebagai sebuah negara berkembang Indonesia dihadapkan pada
berbagai kendala yang perlu diatasi untuk mewujudkan visi peradilan yang modern
dan berbasis teknologi.
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